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PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 1438/MENKES/PER/IX/2010 
TENTANG 

STANDAR PELAYANAN KEDOKTERAN  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : bahwa  untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44  ayat (3) 
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik 
Kedokteran perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan  
tentang Standar Pelayanan Kedokteran; 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik 
Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4431); 

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah 
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4844); 
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3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5063); 

4.  Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah 
Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5072); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan 
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri 
Kesehatan Nomor 439/Menkes/Per/VI/2009 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 
1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Departemen Kesehatan; 

MEMUTUSKAN  : 
Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG 

STANDAR PELAYANAN KEDOKTERAN.     
BAB I 

KETENTUAN UMUM 
Pasal 1 

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 
1. Standar Pelayanan Kedokteran adalah pedoman yang harus diikuti oleh 

dokter atau dokter gigi dalam menyelenggarakan praktik kedokteran.  
2. Standar Prosedur Operasional, selanjutnya disingkat SPO adalah suatu 

perangkat instruksi/langkah-langkah yang dibakukan untuk menyelesaikan 
proses kerja rutin tertentu, atau langkah yang benar dan terbaik berdasarkan 
konsensus bersama dalam melaksanakan berbagai kegiatan dan fungsi 
pelayanan yang dibuat oleh fasilitas pelayanan kesehatan berdasarkan 
standar profesi.  
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3. Dokter dan dokter gigi adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dan 
dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi 
baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik 
Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

4. Strata Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tingkatan pelayanan yang 
standar tenaga dan peralatannya sesuai dengan kemampuan yang diberikan. 

5. Praktik kedokteran adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter 
atau dokter gigi terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan. 

6. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah tempat penyelenggaraan upaya 
pelayanan kesehatan yang dapat digunakan untuk praktik kedokteran atau 
kedokteran gigi.  

7. Kondisi adalah gambaran klinis yang berupa gejala dan/atau tanda yang 
tampak pada pasien. 

8. Organisasi profesi adalah Ikatan Dokter Indonesia beserta Perhimpunan 
Dokter Spesialis untuk dokter dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia beserta 
Perhimpunan Dokter Gigi Spesialis untuk dokter gigi. 

9. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 
bidang kesehatan. 

BAB II 
TUJUAN 

Pasal 2 
Penyusunan Standar Pelayanan Kedokteran bertujuan untuk: 
a. Memberikan jaminan kepada pasien untuk memperoleh pelayanan 

kedokteran yang berdasarkan pada nilai ilmiah sesuai dengan kebutuhan 
medis pasien; 

b. Mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan kedokteran yang 
diberikan oleh dokter dan dokter gigi. 

BAB III 
PRINSIP DASAR  

Pasal 3 
(1) Standar Pelayanan Kedokteran meliputi Pedoman Nasional Pelayanan 

Kedokteran (PNPK) dan SPO. 
(2) PNPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Standar Pelayanan 

Kedokteran yang bersifat nasional dan dibuat oleh organisasi profesi serta 
disahkan oleh Menteri. 
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